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PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH 

DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN   
Jln. Puti Padang Kaduduk Kel. Tigo Koto Diate Kec. Payakumbuh Utara 

Telp/Fax. (0752) 7971800 Email : disnakerprin@gmail.com Website : https://disnakerin.payakumbuhkota.go.id 

 

 

N O T U L E N 

 

 

Rapat : Rapat Forum Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja dan 

Perindustrian Kota Payakumbuh 

Hari/Tanggal : Kamis / 15 Februari 2024 

Waktu : 08.30 WIB s/d selesai 

Tempat  : Ruang Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh 

Nara Sumber : 1. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian 

  2. Bappeda 

Peserta Rapat : Sekretaris, seluruh Kepala Bidang, Kasubbag, BLK, LPK-LPK, 

IKM-IKM, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan 

 

Paparan 

 1. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian 

  Tugas dan Fungsi : 

1. Tugas pokok  membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi 

penunjang urusan Pemerintahan di bidang Tenaga  Kerja dan 

Perindustrian 

2. Fungsi : 

a. Perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang Tenaga 

Kerja dan Perindustrian; 

b. Pelaksanaan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang 

Tenaga Kerja dan Perindustrian; 

c. Pelaksanaan  evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang 

Tenaga Kerja dan Perindustrian; 

d. Pelaksanaan administrasi urusan pemerintahan bidang Tenaga 

Kerja dan Perindustrian; 

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Walikota terkait dengan 

tugas dan fungsinya 
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Permasalahan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh 

I. Urusan Tenaga Kerja 

1. Masih rendahnya penyerapan tenaga kerja 

2. Masih rendahnya tingkat pendidikan pencari kerja 

3. Masih rendahnya jumlah wirausahawan baru sebagai potensi untuk 

penyedian lapangan kerja 

4. Meningkatnya jumlah pengangguran terdidik, karena tidak memiliki 

kompetensi/kompetensi tidak sesuai dengan kebutuhan pasar kerja 

5. Belum meratanya perlindungan tenaga kerja (terutama hak-hak tenaga 

kerja, jaminan  kesehatan/keselamatan kerja, proteksi keselamatan 

kerja, hak-hak pensiun) 

6. Belum maksimalnya kualitas dan jaringan kerjasama tenaga kerja ke 

luar negeri dan luar daerah 

7. Masih adanya hubungan kerja yang kurang harmonis antara pemberi 

kerja dan pekerja 

8. Masih rendahnya daya saing pencari kerja siap pakai 

9. Kurangnya pemahaman tentang peraturan perundang-undangan 

ketenagakerjaan oleh pengusaha/perusahaan 

10. Kurangnya pemahaman tentang peraturan perundang-undangan 

ketenagakerjaan oleh pengusaha/perusahaan 

   II. Urusan Perindustrian 

       1.   Rendahnya produktifitas usaha industri kecil dan menengah (IKM) 

       2.   Terbatasnya kualitas produk industri kecil dan menengah (IKM) 

       3.   Belum optimalnya pemasaran produk  industri kecil dan menengah   

             (IKM) Kota Payakumbuh 

3. Minimnya akses bagi pelaku usaha 

 

Isu Strategis 

1. Masih rendahnya serapan tenaga kerja 

2. Masih rendahnya produksi industri  pengolahan 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Capaian Indikator Utama Tahun 2023 

No Indikator Kinerja 

Utama 

Satuan Target Realisasi Capaian 

% 

1. Persentase 

penyerapan tenaga 

kerja 

% 93,75 95,16 101,50 

2. Persentase 

peningkatan nilai 

produksi 

% 3,0 5,63 187,67 

3. Hasil Penilaian AKIP 

PD oleh Inspektorat 

Nilai A A 100 

 

 

Untuk Tahun 2025 Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh 

7 program, 16 kegiatan dan 38 sub kegiatan adalah sebagai berikut : 

A. Sekretariat  

1 Program, 8 Kegiatan dan 21 Sub Kegiatan 

B. Bidang Tenaga Kerja 

3 Program, 4 Kegiatan dan 7 Sub Kegiatan 

C. Bidang Perindustrian 

3 Program, 3 Kegiatan dan 9 Sub Kegiatan 

D. UPTD P3R 

1 Program, 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan 

Dengan pagu anggaran sebesar Rp. 6.301.455.933,- 

 

2. Masukan, Saran, Petanyaan dan Tanggapan 

 1. LPK Yaruki 

LPK Yaruki adalah suatu wadah untuk pemberangkatan magang ke Jepang 

bagi Tenaga Kerja kita secara mandiri, yang belum bisa bahasa Jepang, 

kami di LPK Yaruki siap membantu. 

 

 



Tanggapan  

Kadis 

Ada 12 LPK di Payakumbuh 

Kita sudah langsung informasikan informasi yang di sampaikan LPK 

kepada kami. 

 

 2. Rizwan Alfarizi 

Kompetensi yang ditanamkan kepada pencari kerja itu harus benar benar 

yang di butuhkan pasar. 

Pelaksanaan pelatihan itu, kita tidak anggarkan transport peserta dengan 

tujuan mencari peserta yang serius. Jadi tidak hanya mengharapkan 

transport nya, melainkan keseriusanya mengikuti pelatihan. 

Mohon informasi Izin LPK 

 

Tanggapan 

Kadis 

Terimakasih, kami menyambut baik apa yang direncanakan oleh pak 

Risman,khususnya bagi kami masyarakat payakumbuh 

Mari kita bersama, berkolaborasi mengembangan LPK di Payakumbuh 

 

PTSP 

Proses perizinan harus melalui sistem online, termasuk LPK, yang diawali 

dengan pengurusan NIB dan setrikikat standar. 

 

 3. BKK SMK Negeri 1 Payakumbuh 

Kapan sosialisasi peluang kerja akan dilaksanakan oleh Disnakerperin 

Payakumbuh? 

Belum ada tindak lanjut dari BP2MI terhadap data anak-anak kami dari 

SMK Negeri 1 Payakumbuh yang di minta tahun lalu 

SMK Negeri 1 Payakumbuh sudah bekerjasama dengan 2 LPK  

 

Tanggapan 

Kadis 

Infrormasi resmi dari BP2MI bisa di lihat di link/situs BP2MI 

Sosialisasi Peluang Kerja akan kami sesuaikan dengan jadwal sekolah (Mei 

2024) 

Untuk mengiri CPMI bukan kewenangan LPK tetapi addalah kewenangan 

BP2MI 

 



 4. Riko (Bappeda) 

Pelatihan yang sudah dilaksanakan, apakah peserta yang mengikuti 

pelatihan itu sudah ada reviunya dan apa langkah langkahnya? 

Kewenangan Bidang Industri dan Koperasi ada yang bentrok, apa langkah 

langkah penyelesaiannya? 

Tanggapan 

Kadis 

Kami sudah lakukan inventarisasi peserta pelatihan tersebut, Kita baru 

memberikan pelatihan awal, hanya 20 hari, tentu belum bisa kita tuntut 

mereka menjadi pengusaha langsung, lagipula seharusnya pelatihan kita 

ini seyogyanya kita bantu denagn peralatan tetapi dengan keterbatasan 

dana, itu belum bisa kita lakukan. Jadi mereka hanya bisa berwirausaha 

mandiri. 

Bidang Industri dan Dinas Koperasi UKM perlu kerjasama dalam 

pengembangan UMKM tetapi harus ada batasan batasan sesuai dengan tusi 

kita masing-masing. 

 

Koperindag 

Minta kejelasan kepada Bappeda tentang urusan kerja antara disnaker 

perin dengan koperindag 

 5.  Triswendo/Pengrajin Kulit 

Tenaga kerja yang ada pada kami, kami kontrak 2 tahun saja, setelah itu 

mereka harus ada/harus biosa menciptakan usaha sendiri. 

 

Tanggapan 

Kadis 

Untuk pelatihan pelatihan memanfaatkanUMKM dan IKM Kita untuk 

kebutuhan keperluan pelatihan kita 

 

Kabid Industri 

Pendampingan secara khusus belum ada 

 

Payakumbuh, 15 Februari 2024 

Notulis 

 

 

 

MERI DESWATI, S.Akun 
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